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BAB V 

PENUITUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi joki 

pacuan kuda, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak antara lain :Pertama, Perlindungan di bidang 

kesehatan. Kedua, Perlindungan di bidang pendidikan. Ketiga, 

Perlindungan di bidang sosial. Dan yang keempat,perlindungan di 

bidang khusus. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pihak 

LPA (Lembaga Perlindungan Aank) Kota Bima yakn :Peratama 

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat 

di tindak lanjuti sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Kedua, melakukan sosialisasi pencegahan  kekerasan terhadap anak 

sekalingus pelarangan terhadap penggunaan anak sebagai joki pacuan 

kuda. Ketiga, mendatangi kediaman korban yang meninggal di arena 

pacuan kuda. 

2. Adapun upaya hukum yang dilakukan terhadap anak yang menjadi joki 

pacuan kuda berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak yaitu :Pertama terdapat pada Pasal 64 ayat 

(1) huruf c, dan huruf k.  Adapun isi dari pasal 64 ayat (1) huruf c yaitu 

“pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”  Kemudian 

isi dari pasl 64 ayat (1) huruf k yaitu “ pemberian advokasi sosial ”. 
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Kedua, terdapat pada Pasal 66 yang berbunyi “perlindungan khusus 

bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau sekssusal 

sebagimana di maksud Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui 

:Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi dan seksual; kemudian pemantauan, pelaporan, dan 

pemberian sanksi; danPelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.Ketiga, 

pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

anak, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 76i Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Konsekuensinya 

jika ada pihak yang melanggar ketentuan Pasal tersebut maka akan 

dikenakan sanksi seperti yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “ 

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( 

sepuluh ) tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua 

ratus juta rupiah ). 

B. Saran 

1. Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak ini agar 

diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur hukum yang 

semestinya, dengan memperhatikan hak-hak anak dan kemanfaatan 



 
 

hukum, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa merasa aman 

dan di perlakukan sesuai dengan porsi anak semestinya. 

2. Diharapkan bagi pihak pemerintah Kota Bima agar sekiranya agar lebih 

memperhatikan hak-hak anak dan keselamatan anak dibandingkan 

dengan kepentingan para pihak penikmat budaya pacuan kuda yang 

berdalih bahwa menggunakan anak dalam pacuan kuda adalah budaya, 

yang sebenarnya tindakan tersebut melanggar Undang-Undang 

perlindungan anak dan merupakan bentuk eksploitasi. 
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